PERATURAN DAERAH KO:TA PRABUMULIH
NOMOR 37 TAHUN 2003

TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang, ;& bahwa dengan telah terbcntu}\nya Kota Prabumulih melalui Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2001, maka Pemerintah Kota Prabumulih perlu
meningkatkan penerimaan Daerah khusus dibidang Pajak Penerangan
Jalan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan;

b.  bahwa dalam rangka meni!ngkatkan penerimaan Daerah sebagaimana
dimaksud .dalam huruf “a” diatas, sejalan dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 tent ang Perubahan atas Undang-undang Nomor
18 Tahun 1997 tentang Paﬁk dan Retribusi Daerah yang mengarah
pada sistem pemungutan pajak yang sederhana, adil, efektif dan efisien;

c.  bahwa berdasarkan pertimbjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan
Jalan. '

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 271Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

; ( LLembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembardn Negara Nomor 3839 );

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3348);

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang. Perubahan atas
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

Tatacara Perpajakan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomorl26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984 );

4,  Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tenfang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ( Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ),

5. Undang-undang Nomor 6§Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Prabumulih { Lembaran ENegara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);

|

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 ’lflhun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewcmnvan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (
Lembaran Negara Repul):lll< Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );




7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4022); :

|

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (
Lembaran Negara Republik iIndonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138 );

9. Keputusan  Presiden Nomq!r 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

|

10.  Peraturan Daerah Kota Pmbumuhh Nomor 30 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Organisasi dap Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Prabumulih ( Lembaran Daerab Kota Prabumulih Tahun 2003 Nomor
42). |

Dengan Persetujuz;in
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAER:TAH KOTA PRABUMULIH
!
MEMUTUSKANi :
!

enefapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG PAJAK
' PENERANGAN JALAN :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

rDalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Daerah adalah Daerah Kota Prabumulih.

. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
Walikota adalah Walikota Prabumulih.
Wakil'Waiikota adalah Wakil Walikota Prabumulih
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Pervxj;aki lan Rakyat Daerah Kota Prabumulih.
Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Dz?terah Kota Prabumulih.

7. Bendahara Khusus Penerima adalah Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kota
Prabumulih,
Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kota Prabamulih.
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9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah luran Wajib yang dilakukan oleh orang
g Pribadi atau Badan kepada Dacrah tanpa imbalan langsung. yang seimbang, yang dapat
E dlpaks.akar.] berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk
B membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah.

IO Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang
rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

1] Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas peng {,unaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa
- diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan! yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah
“daerah;

E 12. Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Persé}ro), yang dapat disingkat PLN, adalah PLN
g Unit Bisnis Distribusi, PLN Wilayah, PLN Cabang dan PLN Unit Pelayanan termasuk anak
§: . perusahaan PLN yang menjual tenaga listrik kepada masyarakat;

13, Pelanggan adalah setiap orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan tenaga listrik dari
PLN; ?

{4, Daftar rekapitulasi adalah kumpulan rekening ]1sml\ yang dikelompokkan berdasarkan kode
golongan pelanggan; _ !

15. Laporan hasil realisasi adalah laporan yang berisi jumlah yang tercantum dalam rekening listrik
yang diterbitkan, Pajak Penerangan Jalan tertagih daniyang tidak lunas.

|
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penOhltunU'm dan pembayaran pajak vang
terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpaJdkan daerah.

17. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya dlsmg[(dt SSPD adalah surat yang digunakan oleb
Wajib Pajak untuk mu]akukdn pembayaran atau punyctoran pajak yang terutang ke Kas Daerah
‘atau ketempat lain yang ditetapkan olech Walikota. |
‘ |
18. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu ;dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan
Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat dlsﬂnsc,kqt SPTPD adalah surat yang oleh wajib
pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan i dan/atall pembayaran pajak, objek pajak
‘dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta d'ml kewajiban, menurut ketentuan Peraturan
Perundang-undangan perpajakan Daerah.

0. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak
. digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyctOran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau
ketempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Wdl]kO‘td

21, Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dlblddl’lg perpajakan Daerah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang betldku
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22. Surat Ketetapan Pajak Dacrah, yang dapat dlsmgka-t SKPD adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

23, Surat Ketetapan ’ajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat dxsmg,kat SKPDKB adalah surat
ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak,besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus

-dibayar.




4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambal 1a1]‘1 yang dapat disingkat SKPDKBT adalah
-surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas Jumlah pajak yang telah ditetapkan.

.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang 'dapat disingkat SKPDLB, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumJah kelebihan pembayaran pajak karena Jumlah kredit pajak
lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak sehdrnsnya terutang.

»i:Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat dlsmgkat SKPDN,adalah surat ketetapan pajak

ang menentukan jumlah pokok pajak yang sama besariiya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak
-tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat dxsmgl\at STED, adalah surat untuk melakukan tagihan
.pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atﬁu denda.

‘8 Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang prlbadi atau badan yang menyelenggarakan
penerangan jalan,

BABII
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2
) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak /atas setiap penggunaan tenaga listrik;”

) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, diwilayah daerah yang tersedia
. peneranga'njalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. -

hggunaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud- dalam ayat (2) adalah penggunaan tenaga listrik
aik yang disalurkan oleh PLLN maupun; bukan PLA

Tidak termasuk objek pajak scbagaimana dimaksud dalam éPasal 2 ayat (2) adalah :

Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah [Pusat dan Pemerintah Daerah;

Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat y'tng digunakan oleh kedutaan, konsulat,
perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan azas timbal balik;

Penggunaan tenaga listrik yang berasal dan bukm‘PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak
memerlukan izin dan instansi tehnis terkait; | |

. {Benggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Keputusan Walikota:

Pasal 4

__ - o
1) Subyek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga
* listrik.
) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi e:itau badan yang menjadi pelanggan listrik
dan /atau pengguna tenaga listrik.
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BABII |
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5
Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik,

). Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam z_iyat (1) ditetapkan :

a 'dfllam hal ten_flg,’l llstrlk beraml darn PLN dengan pembayaran m]'n jual tenaga l1str1k adalah

:-tcna;,a listrik. dlhltung berdasarka apa §iiersedia il ) .qtah faksitan -
an harga' “satuan lls‘mk 9ang berlaku di wxlayah daerah yang

bum1 dan gas '11'1m nilai jual tenaga listrik -

-~

Pasal 6 !

arif Pajeik ditetapkan sebagai berikut :

eng,gunaan tenaga hstrlk yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar.7 % (tujuh persen);
. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari buk'm PU‘N bukan untuk industri Sebesar 3 % (tiga

persen);
. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN untuk industri sebesar 3 % (tlga persen)

_ BAB 1V
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PENGHITUNGAN

Pasal 7
]) Pajak yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat penggunaan tenaga listrik;

2) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan Pajak Penerangan Jalan
dllakukan oleh PLN, ‘

3) Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana
dtmaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pcl_)dk ssbagcumana dimaksud dalam Pasal 5.




BABYV |
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 8"

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya | (satu).bulan takwimgkecuali ditentukan lain.
Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat diterbitkannya SKPD atau surat sejenisnya.

Pasal 10"
(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD:

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya; |

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hiarus disampaikan kepada Dinas Pendapatan
Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

(4) Bentuk, isi dan tatacara SPTPD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
TATACARA PENGHITUNGAN PAJAK
DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11 .

P
(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) Pejabat menetapkan pajak
terutang dengan menerbitkan.SKPD: ]

(2) Apabila SKPD dimaksud pada ayat (1) tidak atau kyrang dibayar setelah lewat waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2

% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbiitkan STPD.
]
i

Pasal 12

(1) Wajib Pajak yang membayar sendir, SPTPD sebdgaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
digunakan untuk menghitung, memperhitungkan darj menetapkan pajak sendiri yang terutang.

{(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terdtangnya pajak, Pejabat dapat menerbitkan :
a. SKPDKB; .

b. SKPDKBT:
¢. SKPDN.

s




i (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurutfa diterbitkan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau ketf:;rangan lain pajak terutang tidak atau kurang
dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

b. Apabila SP l' I)D.tld‘dk chsampal.kan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur

secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi betupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan

- dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

|
c. Apabila kewajiban mengist SPTPD tidak dipenuﬂi pajak yang terutang dihitung secara jabatan,
dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari
pokok pajak ditambah sanksi administrasi berup,'a bunga 2 % (dua persen ) sebulan. dihitung
dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
. |
(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (:&iterbitkan apabila ditemukan data. baru atau
data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang,
akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah
kekurangan pajak tersebut. :

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ diterbitkan apabila jumlah pajak yang
" . terutang sama besarnya jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana

- dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang
telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

(7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan
pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VIl
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas
Pendapatan Dacrah scsuai dengan waktu yang fjitentukzm dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT dan STPD.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus
disetor ke Kas Dacrah sclambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan lain oleh
Walikota. : '

(3) Pembayaran pajak sebagailﬁana dimaksud dalam ayat (1) dan (2% dilakukan dengan menggunakan
SSPD. ;



Pasal 14

>embayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas.

Walikota atau pejabat dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak
erutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut
engan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang di
ayar. i

) Walikota atau pejabat dapat memberikan persetUJuan kepada wajib pajak untuk menunda
‘pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau
kurang di bayar.

) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda ipembayaran serta tata cara pembayaran
_angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud padw ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh
Walikota atau pejabat.

Pasal 15

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan tanda bukti
pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. '

Bentuk, jenis, isi dan ukuran tanda bukti pembayarangdan buku penerimaan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VIl
TATACARA PENAGIHAEN PAJAK

Pasal 16 l

i
1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yangsejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan
‘penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujub) hari sejak saat Jatuh tempo pembayaran.

2) Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surlat teguran atau surat peringatan atau surat
" lain yang scjenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang,

3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 17
kl) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana
ditetapkan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak

yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

2) Walikota atau Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu ) hari
sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.



Pasal 18

|
bi]a pajak yang, harus dibayar tidak dilunasi dalam jalngka waktu 2 x24 Jam sesudah tanggal

i
Pasal 19 |
elah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum jug'ga melunasi utang pajaknya setelah lewat
vaktu 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat
nengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kep'lda Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

etelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita
memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 21

entuk, jenis, isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak Daerah sesuai
engan ketentuan yang berlaku.

BABIX
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN PAJAK

* Pasal 22

) Walikota atau pejabat berdasarkan permohonan Waj’zib Pajak dapat memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan pajak setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah. !

) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan lﬁembebasan pajak sebagaimana di maksud
pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota atau pejabat. -

BABX |
TATACARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN
KETETAPAN, DAN PENGHAPUSANATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI
|

:

Pasal 23

(1) Walikota atau pejabat karena jabatan atau atas permo}jonan Wajib Pajak dapat :

a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya
terdapat kesalahan hitungan, dan atau kekellruan dalam pengrapan Peraturan Perundang-
undangan perpajakan Daerah;

|
b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak!yang tidak benar;



¢. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga denda dan kenaikan

pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dllwndk'm karena kekhilafan wajib pajak atau
bukan karena kesalahannya, ;

2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan I%uuapan dan penghapusan atau pengurangan
sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus disampaikan secara tertuhs oleh Wajlb Pajak pada Walikota, atau pejabat
‘selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal dlterlma SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD

‘dengan memberikan alasan yang jelas.

- (3) Walikota atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejélk permohonan sebagai mana dimaksud pada
. ayat(2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

' (4) Apabila setelah jangka waktu 3 (liga) bulan sebagafimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau
pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputuéan permohonan pembetulan, pembatalan,

pengurangan ketetapan dan penghapusan atau penuurang)an sanksi administrasi dianggap
dikabulkan.

BAB XI | |
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24 |

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepadd Walikota atau Pejabat atas suatu :

a. SKPD;

b. SKPDKB;
c. SKPDKBT;
d. SKPDLB;
e. SKPDN.

_(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis
~ dalam bahasa Indonesia paling lama 3 tlg,a) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT,SKPDLB,SKPDN diterima oleh wajibi pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat
menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dlpcnuhl karena keadaan diluar kekuasaannya,

(3) Walikota atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas ) bulan sejak tanggal surat
permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan
keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas ) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota
atau pejabal yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan: keberatan dianggap
dikabulkan. '

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar
pajak.

Pasal 25

&
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada B’ldan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan sctelah diterimanya keputusan | kcberatan

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada dyat (1) tidak menunda kewajiban membayar

pajak.



Pasal 26

pabila pengajuan keberatan  sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 atau banding sebagaimana
imaksud dalam pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak
) embalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama
( dua puluh empat ) bulan.

BAB XII |
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
i

Pasal 27

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pen;:,embahan kelebihan pembayaran pajak kepada
Walikota atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
a. Nama dan alamat wajib pajak; !

b. Masa pajak;
c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak; |

d. Alasan yang jelas. :

Walikota atau pejabat dalam jangka waktu paling lamp. 12 (dua belas ) bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memberikan keputusan. ;

) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud padg ayat (2) Walikota atau pejabat tidak
memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan
SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lamnya kelebihan pajak lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak
dimaksud.

5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua ) bulan
sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak
(SPMKP).

.6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua ) bulan
- sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 %
(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kélebihan pajak.

Pasal 28

Apablla kelebman pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana
dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) , pembayarannya dllakukan dengan cara pemindahbukuan dan
ukti pemindahbukuan juga berlaku juga sebagai bukti pembayaran



BAB XIII|
KADALUWARSA

Pasal 29 |
) Hak untuk melakukan penagihan pajak, k adaluwaréa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima)
tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecualii apabx]a wajib pajak melakukan tindak pidana
' dibidang perpajakan daerah, |

j _ ‘
) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
i
a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau .

b, Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak ba1 langsung maupun tidak langsung,

el S

BABXH{
INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 30

i
]

’

1) .Instansi pemungut adalah Dinas Pendapatan Daerdh karena kewenangannya sebagai koordinator
pendapatan untuk memungut pajak penerangan j,élan dan dapat dikerjasamakan dengan unit
kerja/instansi lain atas persetujuan Walikota. '

2) Kepada Dinas/instansi dimaksud pada ayat (1) di atas diberikan biaya pemungutan sebesar 5 %
(lima persen) dari hasil pajak yang disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Khusus Penerima.

3) Pembagian biaya pemungutan tersebut pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

(l) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Dacrah ini di ancam dengan pidana kurungan
paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banynk Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adailah pelanggaran
(3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke lf(as Daerah.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 32

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus
sebagai penyidik untuk melakukan penyldnkdn tindak pidana di bidang perpajakan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ;Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum. Acara
Pidana.



(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada a}}at (1) adalah :
~ ]
|

a. Menerima, mencari , mengumpulkan dan n1eneli§|ti keterangan atau laporan berkenaan dengan
tindak pidana di bidang perpajakan daerah agélr keterangan atau laporan tersebut menjadi
lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencart dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;

Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sechubungan dengan tindak

o)

pidana di bidang perpajakan daerah;
d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak
g
pidana di bidang perpajakan daerah;

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan

[

dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f.  Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pejlaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan dacrah.;

g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang
dibawa sebagaimana dimaksud pada hurufe; |

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindétk pidana perpajakan daerah;

L Mémanggil orang untuk didengar keterangannyz{ dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,

j.  Menghentikan penyidikan.; :

k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di

bidang perpajakan daerah menurut hukum yang ;dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) g;memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentarlg Hukum Acara Pidana.

!

E
BAB XViI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33 ¢

Halhal.yang belum diatur dalam Peraturan Daerah jni sepanjang mengenai pelaksanaannya akan
ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota. s



1

14

Pasal 34

¢raturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

gar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
nempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 30 Desember 20Q3

DJALILI

iundangkan di Prabumulih




